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ABSTRAK
AMIRUDDIN, B12112176, Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan dalam Pengelolaan Terminal Regional Daya. (Dibimbing oleh
Marthen Arie, selaku Pembimbing I dan Muhammad Zulfan Hakim, selaku
Pembimbing II)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi
pengawasan pengelolaan terminal regional daya dan untuk mengetahui
faktor-faktor apakah yang mempengaruhi optimalisasi fungsi terminal.
Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah Terminal Regional
Daya Kota Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar dan Polrestabes
Kota Makassar. Data yang diperoleh di lokasi penelitian tersebut diolah
melalui pendekatan empiris dengan menggunakan metode analisis secara
kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang relevan terhadap
masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan
pengelolaan terminal regional daya masih kurang efektif, hal itu terjadi karena
kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak perusahaan
daerah, dinas perhubungan dan polisi lalu lintas serta kurang efektifitasnya
sanksi yang diberikan petugas terhadap supir angkutan sehingga para supir
sering melakukan pelanggaran yang sama yaitu dengan leluasa mengambil
penumpang di luar terminal. Selain itu, kurangnya kepedulian para supir
dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kemudian
kurangnya sosialisasi dan pembinaan kepada para supir sehingga terjadinya
perbedaan pendapat antara pengawas dan para supir angkutan. Faktor-
faktor yang mempengaruhi optimalisasi fungsi terminal regional daya, secara
umum dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yakni sebagai berikut : a. Aspek
Perencanaan dan Perancangan, meliputi lokasi, site/tapak, sistem
aksesibilitas dan sirkulasi, serta fasilitas terminal (tata layout, kemudahan
akses, dan kondisi fasilitas). b. Aspek Manajemen, penyelenggaraan terminal
yang tidak maksimal baik dalam hal pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan
maupun penertiban. c. Aspek Operasional, indisipliner pengemudi/operator
dalam menggunakan terminal sebagai tempat menaikkan dan menurunkan
penumpang, dengan beberapa indikasi diantaranya : fenomena terminal yang
tidak resmi, fenomena kendaraan plat hitam yang turut serta mengambil
penumpang.
vii
KATAPENGANTAR
Bismillahirrahmanirahim
AssalamuAlaikumWr.Wb.
Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT
karena dengan izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan
judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Dalam Pengelolaan Terminal Regional Daya”.Tak lupa shalawat dan
salam tercurah kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad
SAW, keluarga dan parasahabatnya, yang telah menjadi penerang bagi
kehidupan muslim di seluruh dunia.
Segenap tenaga dan kemampuan telah peneliti curahkan demi
kesempurnaan skripsi ini.Namun sebagai manusia biasa,dengan
keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki,tentunya masih terdapat
berbagai kesalahan. Oleh karena itu, denga nsegala kerendahan hati,
penulis senangtiasa mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang
sifatnya membangun demi perbaikan dan pemyempurnaan skripsi ini.
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak
yang senangtiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan
duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-
tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh
pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini.
Untuk itu perkenalkan Penulis mengucapkan terimakasih.Terlebih
dahulu kepada Kedua OrangTua saya,Ayahanda Muhammad Dg
vii
Naba dan Ibunda Halima, S.E, yang  telah melahirkan, mengasuh,
membimbing, merawat, memberikan kasih sayang, serta perhatian,
Pengorbanan yang telah diberikan, Ya Allah berikanlah kasih saying
sebagaimana kasih sayang yang engkau miliki, bukakanlah pintu-pintu
hikmah dan maafmu untuk keduanya.
Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih Buat tantesaya
tercinta Dg. Intang, Hj.Subaeda, S.E, Hj. Hasnah, danHasiah, S.E,
terima kasih atas perhatian dan segala pengorbanan yang telah
diberikan. Kemudian kepada saudara-saudaraku yang juga motivasi
terbesarku, Marlina, S.E., Krisdianto, S.H., Firman, HarumHastaman,
S.E., Mardewiwanti, S.H., FitriAnugrahyang selama ini mendidik dan
menyayangi saya selama menyelesaikan pendidikan saya di Prodi
Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis
ucapkan terimah kasih kepada Prof.Dr.MarthenArie,S.H.,M.H., selaku
pembimbing I dan Bapak Muhammad Zulfan Hakim, S.H.,M.H.,selaku
pembimbing II yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau
yang luar biasa untuk memberibimbingan, saran, dan kritik yang
membangun kepada penulis.
Penulis juga ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak yang
telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi, dan saran
selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:
vii
1. Ibu  Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu,M.A.Selaku Rektor
Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi,S.H.,M.Hum. Selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Ibu Prof.Dr.Marwati Riza,S.H.,M.Si., Prof.Dr. Abdul Razak,
S.H., M.H., Dr. AnshoriIlyas, S.H., M.H., selaku penguji
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6.   Seluruh Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin.
7.Sahabat-sahabat Penulis : Fadi l ,  Iq ba l , K ik i , Yas in ,
Ik fak ,  Bam ban g, Ian , Ab di ,O l h e ,Tut i , Lu lu ,
Wh yna , F i lda h , As maraen i dan  s e lu ruh  ke lua rga
Besa r H AN B yang telah memberikan semangat dan
motivasi bagi penulis mulai dari mahasiswa baru sampai
dengan penyelesaian skripsi ini.
8.TemanKKN Gelombang 90 Universitas Hasanuddin Kabupaten
Sidrap,Kec.TelluLimpoe : Yasser, Kiki, Hijra,dan lain-lain yang
belum sempa tpenulis sebutkan, yang menjadi keluarga baru
saya terima kasih atas pengalaman dan kebersamaannya
selama menjalani Program KKN ini.
9.Teman-temanMagangPenulis Di Bagian Organisasi dan Tata
Laksana :Dadang, Almira, Aulia, Viktor, Elvira, Arhami,yang
memberikan pengalaman yang sangat berarti selama
pelaksanaan magang dan semua teman tanpa terkecuali,
vii
terima kasih atas dukungan dalam bentuk apapun kepada
penulis.
10.Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar, khususnya teman-teman Prodi Hukum Administrasi
Negara Angkatan Pertama2012, atas kebersamaannya selama
ini, karena kalian penulis mendapatkan pengalaman yang
sangat berarti dan berharga selama penulis menempuh studi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Semoga Allah senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah
diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya.Akhirkata,
semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.
Makassar, Januari 2016
Penulis
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ........................................................................ i
HALAMAN JUDUL. ........................................................................... ii
PENGESAHAN................................................................................... iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING......................................................... iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI................................ v
ABSTRAK.......................................................................................... vi
UCAPAN TERIMA KASIH.................................................................. vii
DAFTAR ISI ...................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................ 1
B. Rumusan Masalah................................................... 8
C. Tujuan Penelitian....................................................... 8
D. Kegunaan Penelitian ............................................... 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Fungsi ................................................... 10
B. Pengawasan…………………………………………... 12
1. Pengertian Pengawasan ……………………….... 12
2. Teori Pengawasan………………………………... 20
3. Jenis-Jenis Pengawasan…………………………. 22
C. Pengertian Kewenangan ......................................... 26
D. Pemerintah Daerah................................................... 28
xii
1. Pengertian Pemerintah Daerah....................... .... 28
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah…….. 32
E. Pengertian Umum Perusahaan, Pengelolaan dan
Terminal................................................................ ... 35
1. Perusahaan......................................... ............... 35
2. Pengelolaan…………………………………........... 36
3. Terminal............................................................... 37
F. Tinjauan Umum Perusahaan Daerah ..................... . 38
1. Perusahaan Daerah…………............................. . 38
2. Maksud dan Tujuan......................... .................... 40
3. Kepengurusan dan Pengawasan......................... 40
G. Pengelolaan Terminal.............................................. 45
1. Konsep Dasar Terminal ....................................... 45
2. Kategori Terminal ................................................ 45
3. Fungsi Terminal................................................... 47
4. Pengelolaan Terminal………………………........... 49
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian ...................................................... 51
B. Jenis dan Sumber Data ............................................ 51
C. Populasi dan Sampel................................................ 52
D. Teknik Pengumpulan Data……………………………. 53
E. Analisis Data............................................................. 54
xiii
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian....................................... 55
1. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Terminal Makassar
Metro……………………………………………….. 55
2. Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi 55
B. Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Terminal
Regional Daya Sebagaimana diatur dalam Peraturan yang
berlaku…………………………………………………. 64
1. Regulasi……………………………………………. 66
2. Pembinaan………………………………………… 66
3. Pengawasan………………………………………. 69
4. Sanksi Administrasi………………………………. 70
C. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Optimalisasi
Fungsi Terminal……………………............................ 73
1. Faktor Penghambat.............................................. 73
2. Faktor Pendukung................................................ 79
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan............................................................... 80
B. Saran ....................................................................... 81
DAFTAR PUSTAKA
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia pasca reformasi tahun 1998 yang ditandai dengan
runtuhnya rezim orde baru telah mengalami banyak perubahan  dalam
sistem hukum ketatanegaraan. Sehingga pemerintah Indonesia dituntut
untuk selalu memperhatikan nilai-nilai demokrasi dalam setiap
pengambilan kebijakan.
Dengan lahirnya konstitusi dan amandemen Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar dari lahirnya
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian  mengalami
perubahan menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, pada pasal 1 ayat (6) memaparkan bahwa:
“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Dampak otonomi daerah adalah Otonomi daerah dilaksanakan
dengan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, partisipasi
masyarakat serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Disisi lain dengan adanya otonomi daerah, fenomena yang muncul adalah
daerah-daerah seakan-akan berlomba-lomba untuk mengajukan
aspirasinya kepada pemerintah pusat untuk menjadi daerah otonom yang
2dulunya hanya satu daerah kini melakukan pemekaran menjadi beberapa
daerah yang masing-masing otonom.
Selain dari hal tersebut diatas, implikasi yang lain seiring
bergulirnya otonomi daerah sebagaimana digambarkan oleh Bambang
Yudoyono (2001:13) adalah sebagai berikut :
1. Implikasi terhadap hubungan Eksekutif dan Legislatif;
Implikasi terhadap hubungan Eksekutif dan Legislatif di daerah
dapat bersifat positif dan dapat bersifat negatif. Dimensi positif
dari pemberdayaan terhadap lembaga legislatif daerah yaitu
DPRD  akan lebih akan lebih aktif dalam menangkap anspirasi
yang berkembang dalm masyarakat, kemudian mengadopsinya
dalam berbagai bentuk kebijakan di daerah bersama kepala
daerah. Implikasi berdimensi negatif yaitu kemungkinan terjadi
konflik yang berkepanjangan antara Kepala Daerah dengan
DPRD. Akibatnya, pelayanan dan perlindungan kepada
masyarakat menurun yang kemudian dikhawatirkan akan
mendorong munculnya ketidak percayaan masyarakat kepada
pemerintah daerah.
2. Implikasi terhadap keuangan daerah;
Bahwa hal tersebut sangat berhubungan erat dengan
penghasilan yang dihasilkan melalui penggalian kekayaan alam
di suatu daerah tertentu kurang dapat dinikmati secara optimal
melalui dana perimbangan yang dianggap kurang adil.
3. Implikasi terhadap pengembangan dan pembinaan  birokrasi
lokal;
Dengan diserahkannya kewenangan yang luas kepada daerah,
maka implikasi berdimensi positif trhadap pengembangan dan
pembinaan birokrasi lokal adalah menyangkut pengembangan
organisasi dan karier aparatur pemerintah daerah.Sedangkan
implikasi yang berdimensi negatif adalah kemungkinan
timbulnya struktur organisasi yang bebas dan tak terkendali,
berdasarkan atas hubungan kekerabatan yang kini tampak di
berbagai daerah saat ini.
3Kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam hal ini
pemerintah kabupaten/kota menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 11 dan 12 adalah sebagai
berikut :
Pasal 11
(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah
terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan.
(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian subtansinya
merupakan Pelayanan Dasar.
Pasal 12
(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat dan
f. Sosial.
(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) meliputi:
a. Tenaga kerja
b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
c. Pangan
d. Pertanahan
e. Lingkungan hidup
f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
i. Perhubungan
4j. Komunikasi dan informatika
k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
l. Penanaman modal
m. Kepemudaan dan olah raga
n. Statistik
o. Persandian
p. Kebudayaan
q. Perpustakaandan
r. Kearsipan.
(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
a. Kelautan dan perikanan
b. Pariwisata
c. Pertanian
d. Kehutanan
e. Energi dan sumber daya mineral
f. Perdagangan
g. Perindustrian dan
h. Transmigrasi.
Menganalisis faktor sarana dan prasarana, penulis fokuskan
perhatian pada masalah perhubungan atau transportasi.Karena ketika
ditelaah lebih dalam ternyata mempunyai peranan yang sangat penting
dan strategis dalam memantapkan perwujudan wawasan
nusantara.Dengan adanya sarana transportasi yang memadai maka dapat
terjalin interaksi dengan daerah di seluruh wilayah Negara Republik
Indonesia sehingga tetap memperkokoh kesatuan. Selain itu, dengan
adanya transportasi yang baik akan menentukan kemajuan perekonomian
dan kelancaran pembangunan disuatu daerah.Menanggapi hal ini,
pemerintah Kota Makassar perlu membentuk sebuah lembaga khusus
untuk menangani masalah itu.Penulis lebih menegerucutkan pada pokok
permasalahan bagaimanakah pelaksanaan pengawas pengelolaan
5terminal regional daya, karena begitu banyak fenomena yang terjadi
berkaitan dengan hal tersebut.
Terminal Regional Daya (TRD) sebagai sebuah terminal penumpang tipe
A di Kota Makassar memiliki fungsi melayani kendaraan umum untuk
Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) atau angkutan lintas batas
negara, Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), angkutan kota dan
angkutan pedesaan.
Pengelolaan Terminal Regional Daya dikelola oleh Perusahaan Daerah
Terminal Makassar Metro (PD. TMM), berdasarkan Perda Kota Ujung
Pandang nomor 16 tahun 1999 tentang Pendirian PD. Terminal Makassar
Metro, dimana dalam perda ini peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Raya Kota Makassar digantikan perannya
sebagai pengelola terminal oleh PD. Terminal Makassar Metro. Namun
dalam perkembangaan selanjutnya dalam struktur Dinas Perhubungan
Kota Makassar telah ditunjuk Kasie Terminal sebagai penanggung jawab
teknis pengelolaan terminal berdampingan dengan PD. TMM sebagai
pengelola manajemen keuangan.
Pengoperasiannya yang sudah berlangsung selama kurang lebih
Sembilan tahun semenjak dipindahkan dari Terminal Panaikang pada
tahun 2002, TRD lebih sering menuai respon negatif dari para pengguna
jasa terminal seperti Perusahaan Otobus (PO), para calon penumpang
dan pengantarnya, serta pihak-pihak yang memiliki usaha dalam lingkup
TRD. Kondisi TRD hingga sekarang mengalami keadaan yang terlihat
6kurang optimal karena kurangnya angkutan dan calon penumpang
yangmasuk kedalam terminal. Kondisi itu menyebabkan banyak kios-
kiosyang dipersiapkan sebagai fasilitas penunjang ditinggalkan pemiliknya
atau dibiarkan kosong begitu saja.
Dari pemantauan di lapangan, masalah terbesar yang dihadapi
oleh terminal regional daya (TRD) adalah keengganan sebagian besar
bus dan mobil penumpang (minibus) untuk menaikkan dan menurunkan
penumpang didalam terminal yang akhirnya menimbulkan suatu masalah
dimana (minibus) melakukan pengangkutan penumpang yang bukan pada
tempat yang telah ditentukan, serta masih beroperasinya angkutan liar
yang berupa mobil penumpang (minibus) ber plat hitam. Dalam hal
menaik-turunkan penumpang para pengemudi bus yang didukung oleh
pengusaha Perusahaan Otobus (PO) lebih memilih untuk melakukannya
di agen penjualan tiket masing-masing. Bagi pengemudi mobil angkutan
(minibus) lebih memilih menaikkan dan menurunkan penumpang di
terminal tidak resmiyang berada di sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan
mulai dari depan Makoops II AURI sampai perbatasan Kota Makassar-
Maros, bahkan para pengemudi mobil penumpang (minibus) bisa
langsung menjemput atau mengantar penumpang langsung di kediaman
penumpang walaupun berhadapan dengan resiko tertangkap petugas dan
diberikan tilang. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengapa
pengemudi lebih memilih untuk tidak dilihatoleh petugas dan resiko
membayar denda tilang yang besar daripada harus masuk terminal.
7Berdasarkan koran harian Fajaredisi tanggal 5 januari 2016,
memberitakan bahwabukan hanya mobil pelat hitam yang mangkal di luar
Terminal Regional Daya (TRD), melainkan pelat kuning juga banyak
mangkal di terminal liar tersebut.
Pantauan mendapatkan beberapa mobil pelat kuning yang mangkal
di luar TDR. Di depan Koopsau terlihat ada empat mobil yang mangkal, di
depan Inzigna resident ada satu, di depan rumah makan Putri Minang dua
mobil dan di depan SBPU batas kota Makassar-Maros ada lima mobil
yang mangkal.
Penyidakan tim terpadu sebelumnya berhasil menjaring tiga mobil,
satu di antaranya pelat kuning. Mobil pelak kuning tersebut ditangkap
ketika kedapatan mangkal di depan Koopsau. Selain itu, tidak dapat
memperlihatkan kartu kontrol masuk terminal.
Kanit lima Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Polda
Sulselbar, AKP Anwar membenarkan adanya tiga mobil yang terjaring
pada penyidakan tersebut.
“Mereka semuanya melanggar aturan lalu lintas.Pelat kuning
dilarang melakukan bongkar muat penumpang di luar terminal
sehingga mereka ditilang.Terlebih lagi mobil pelat hitam dilarang
mengangkut penumpang umum,” ujarnya, Selasa 5
Januari.(Edward: 2016).
Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk
menulis Skripsi dengan judul“Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan
Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Terminal Regional Daya”.
B. Rumusan Masalah
8Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan pengelolaan terminal
regional daya?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi optimalisasi fungsi
terminal?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pengawasan
pengelolaan terminal regional daya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi
optimalisasi fungsi terminal.
D. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoretis:
Adapun kegunaan teoritis terutama dalam rangka mengembangkan
ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hukum administrasi Negara
pada khususnya.
2. Secara Praktis:
a. Merupakan media bagi Penulis untuk menyumbangkan wacana
dan pemikiran dalam rangka turut memberikan kontribusi
pemikiran tentang pelaksanaan pengawasan pengelolaan
terminal regional daya.
9b. Merupakan investasi berharga bagi Penulis kelak apabila akan
berkiprah dalam kehidupan masyarakat serta profesi hukum di
masa depan.
c. Sebagai salah satu prasyarat dalam penyelesaian studi di
Fakultas  Hukum Universitas Hasanuddin.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Fungsi
Kata Fungsi berasal dari bahasa inggris yaitu (Function) dan bahasa
Belanda yaitu (Functie) yang kemudian disadur kedalam bahasa
indonesia menjadi Fungsi.
Menurut kamus bahasa inggris (Jhon M. Echols, 1996:260) fungsi
(function) berarti kedudukan : jabatan. Kamus bahasa belanda (Rineka
Cipta, 1995:454) fungsi (functie) berarti jabatan, pekerjaan, tugas,
lingkungan pekerjaan. Kamus bahasa Indonesia (J. S. Badudu, dkk,
1996:412) fungsi berarti jabatan, pekerjaa, hal-hal yang menyangkut
pekerjaan atau jabatannya. kamus istilah Peraturan Perundang-undangan
(1998:130) menuliskan Fungsi sebagai sekelompok pekerjaan, kegiatan,
usaha-usaha dimana antara satu dengan yang lainnya terjadi hubungan
erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok.
Kamus Hukum (Sudarsono, 1992:134) fungsi berarti jabatan; hal ini diatur
dalam KUHPidana pasal 22, yaitu :
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
melawan seorang pejabat yang sedang melakukan tugas dengan
sah, atau orang menurut kewajiban undang-undang atas
permintaan pegawai negeri member pertolongan kepadanya,
diancam karena melawan pegawai negeri, dengan pidana penjara
paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah”.
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Menurut Djokosutomo (1982:14-16), pengertian fungsi dibagi
menjadi 2 bagian yakni arti dalam lapangan Natuurwissenschaft dan arti
dalam lapangan Geisterwissenschaft.
a. Dalam lapangan Natuurwissenschaft
1. Arti pertama dalam lapangan Natuurwissenschaft ialah arti
yang sering dipakai ilmu pasti. Disini fungsi berarti
“tergantung pada”
2. Arti kedua dalam lapangan Natuurwissenschaft atau arti
pertama, dalam lapangan Geisterwissenschaft ialah tugas.
3. Arti ketiga dalam lapangan Natuurwissenschaft atau arti
kedua dalam lapangan Geisterwissenschaft ialah hubungan
timbal balik antara bagian dengan keseluruhan atau antara
bagian dengan bagian.
4. Arti keempat dari Natuurwissenschaft atau arti ketiga dalam
Geisterwissenschaft ialah werking.
b. Dalam lapangan Geisterwissenschaft
1. Tugas.
2. Hubungan timbal-balik antara bagian dengan keseluruhan
atau antara bagian dengan bagian.
3. Werking.
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B. Pengawasan
1. Pengertian Pengawasan
Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting
dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen
lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan
dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan
dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap
pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi
pengawasan telah di lakukan dengan baik.
Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di
lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna
pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk di pahami.Akan tetapi
untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk di
berikan.Bagi para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan
defenisi tentang pengawasan, karena masing-masing memberikan
defenisi tersendiri sesuai dengan bidang yang di pelajari oleh ahli
tersebut. Berikut ini Penulis akan mengambil beberapa pendapat dari
beberapa serjana.
Dalam kamus bahasa Indonesia (Sujanto, 1986:2) istilah
“Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan
baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama,
tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan
kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.
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Sebagai bahan perbandingan diambil beberapa pendapat para
sarjana di bawah ini antara lain:
1. Menurut Prayudi (1981:80)  “Pengawasan adalah suatu proses
untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan,
atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki,
direncanakan atau diperhatikan”.
2. Menurut Saiful Anwar (2004:127), “pengawasan atau kontrol
terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar
pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan
dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.”
3. Menurut M. Manullang (1995:18) mengatakan bahwa :
“Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu
pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan
mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan rencana semula”
4. Menurut Harold Koonz,dkk, yang dikutip oleh John Salinderho
(1998:39) mengatakan bahwa pengawasan adalah : “Pengukuran
dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin
bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi
pngawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-
cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang
negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk
memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin
tercapainya rencana-rencana.”
Dari beberapa defenisi yang di kemukakan di atas dapat di tarik
kesimpulan bahwa:
1. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di
laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan,
kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah
pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.
2. Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu
proses pengukuran dan pembandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang
nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai.
Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai
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di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi
sebab-sebabnya.
Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja istilah controlling dari
bahasa Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu
dapat diartikan sebagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda
karena dalam pengendalian terdapat unsur korektif.Istilah pengendalian
berasal dari kata kendali yang berarti mengekang atau ada yang
mengendalikan.Jadi berbeda dengan istilah pengawasan, produk
langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui sedangkan
kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek
yang di kendalikan. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan
tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam
pengertian pengawasan tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan.
Pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif.Sedangkan
pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif.Namun
sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian,
pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan.
Menurut Prayudi (1981:86:87), dalam mencapai pelaksanaan
pengawasan terhadap beberapa asas antara lain :
1. Asas tercapainya tujuan, ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu
dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari
penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.
2. Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari
perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar
dugaan.
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3. Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksanakan apabila
pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana
perencanaan.
4. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini
adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan
terjadi baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan
datang.
5. Asas langsung, adalah mengusahakan agar pelaksana juga
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
6. Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter
dan susunan perencanaan.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan
dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan
masing-masing.
8. Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan
dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana.
9. Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien
memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai
tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.
10. Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang
efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan
terhadap faktor-faktor yang strategis.
11. Asas kekecualiaan, bahwa efisiensi dalam pengawasan
membutuhkan perhatian yang di tujukan terhadap faktor
kekecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika
situasi berubah atau tidak sama.
12. Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk
menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan.
13. Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu
ditinjau, agar sistim yang digunakan berguna untuk mencapai
tujuan.
14. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada
ukuran –ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan
rencana, organisasi dan pelaksanaan.
Oleh karena pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh
dan luas, maka dalam pelaksanaanya diperlukan prinsip-prinsip
pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan.
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Adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah (Prayudi, 1981:75)
sebagai berikut :
1. “Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus
bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang
pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang
mempengaruhinya.
2. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Artinya untuk dapat
mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan
penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari
keputusan pimpinan yang tercermin dalam:
a. Tujuan yang ditetapkan
b. Rencana kerja yang telah ditentukan
c. Kebijaksanaan dan pedoman kerja yang telah digariskan
d. Perintah yang telah diberikan
e. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
3. Preventif. Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk
menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus
efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah
jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya
dan terulangnya kesalahan-kesalahan.
4. Bukan tujuan tetapi sarana. Artinya pengawasan tersebut
hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin
dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan
organisasi.
5. Efisiensi. Artinya pengawasan haruslah dilakuan secara efisien,
bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.
6. Apa yang salah. Artinya pengawasan haruslah dilakukan
bukanlah semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa
yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.
7. Membimbing dan mendidik. Artinya “pengawasan harus bersifat
membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan
kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.”
Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui
pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan
pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah
ditetapkan.
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Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna,
hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk
mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Dengan
demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam
pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan
maksud:
a. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan
yang telah direncanakan.
b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat
kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan
dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-
kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah
sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.
d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah
ditetapkan dalam perencanaan semula.
e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah
diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan
efisiensi yang besar.
Sedangkan tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil
pengawasan maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan
setiap pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar
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untuk penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya.Dari
uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulam bahwa pada dasarnya
pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang
terjadi nantinya dapat digunakan sebai pedoman untuk mengambil
kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal.
Dari keseluruhan pendapat di atas dapat dilihat adanya persamaan
pandangan yakni dalam hal tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan,
yaitu agar semua pekerjaa/kegiatan yang diawasi dilaksanakan sesuai
dengan rencana.Rencana dalamhal ini adalah suatu tolok ukur apakah
suatu pekerjaan/kegiatan sesuai atau tidak.Dan yang menjadi alat ukurnya
bukan hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi, keputusan dan
program kerja. Pengawasan juga berarti suatu usaha atau kegiatan
penilaian terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya,mengenai
pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau
tidak. Berbicara tentang arti pengawasan dalam hukum administrasi
negara maka hal ini sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur
pemerintah sebagai penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan
pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas
pembangunan haya dapat dipisahkan, akan tetapi tidak dapat dibedakan
satu samalain. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas
pemerintahan juga sekaligus melaksanakan tugas pembangunan,
demikian juga halnya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas
pembangunan bersamaan juga melaksanakan tugas pemerintahan.
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Supaya perencanaan dan program pembangunan di daerah dapat
berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hendaknya diperlukan
pengawasan yang lebih efektif di samping dapat mengendalikan proyek-
proyerk pembangunan yang ada di daerah. Dengan demikian untuk lebih
memperjelas arti pengawasan dalamkacamata hukum administrasi negara
yang akan dilakukan oleh aparatur pengawasan maka berikut ini penulis
akan mengemukakan pendapat guru besar hukum administrasi negara
Prayudi (1981:80) menyatakan bahwa :
“Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang
membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau
diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan
atau diperintahkan”
Berdasarkan kutipan di atas maka dapat difahami bahwa yang
menjadi tujuan pengawasan adalah untuk mempermudah mengetahui
hasil pelaksanaan  pekerjaana dari aparatur pemerintah di daerah sesuai
dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus
dapat melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan
dari rencana/program yang telah digariskan. Sejalan dengan itu
pemerintah pusat dalam hal melakukan pengawasan di daerah, juga
melakukan pelimpahan bidang pengawasan ini kepada setiap Gubernur,
dan Bupati.Di samping itu gubernur dengan aparatur pemerintah Daerah
seharusnya melakukan pengendalian terhadap semua proyek-proyek
daerah, inpres dan sebagainya dalam arti untuk mengetahui tahap-tahap
kemajuan hasil pelaksanaan pekerjaan untuk dilaporkan kepada Presiden
melalui Menteri Dalam Negeri.
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2. Teori Pengawasan
Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk
menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi.
Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya
sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan
instrument pengendalian yang melekat pada setihap tahapan opersional
perusahaan.
Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama
proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah
berakhir untuk mengetahuai tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi
atau kerja.
Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan
pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen
bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang
terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu
dipetrtahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan
manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit
krja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan
menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun
pelaksanaannya.
Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh
umpan balik (feed back) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat
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kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit
diperbaiki.
Dalam kaitannya dengan pengertian pengawasan terdapat
berbagai macam pengertian.Syafiie (1998:60) mengidentifikasikan
pengertian pengawasan menurut dari beberapa ahli sebagai berikut:
1. “Lyndal F. urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan
instruksi yang dikeluarkan.
2. Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar
semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
telah ditemukan sebelumnya.
3. George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang
harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu
menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan
sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras
dengan standar.
4. Stephen Robein, pengawasan adalah proses mengikuti
perkembangan kegiatan untuk menjamin (to ensure) jalannya
pekerjaan dengan demikian, dapat selesai secara sempurna
(accomplished) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya
dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling
berhubungan.
5. David granick, pengawasan pada dasarnya memiliki tiga fase yaitu;
fase legislatif, fase administratif, dan fase dukungan.”
Menurut Donelly (Harahap1996:34) yang mengelompokkan
pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu :
a. Pengawasan Pendahuluan (Preliminary Control)
Pengawasan pendahuluan (preliminary control), yakni pengawasan
yang terjadi sebelum kerja dilakukan.Dimana pengawasan
pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada
kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan
tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala
upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual
akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang
direncanakan.
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Memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasi-
deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang
digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber daya ini harus
memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur
organisasi yang bersangkutan.Diharapkan dengan manajemen
akan menciptakan kebijakan dan prosedur serta aturan yang
ditujukan untuk menghilangkan perilaku yang menyebabkan hasil
kerja yang tidak diinginkan. Dengan demikian, maka kebijakan
merupakan pedoman yang baik untuk tindakan masa
mendatang.Pengawasan pendahuluan meliputi; Pengawasan
pendahuluan sumber daya manusia, Pengawasan pendahuluan
bahan-bahan, Pengawasan pendahuluan modal dan Pengawasan
pendahuluan sumber-sumber daya financial.
b. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (Cocurrent Control)
Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control)
adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan
dilaksanakan.Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk
memastikan bahwa sasaran telah dicapai.Concurrent control
terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan
pekerjaan para bawahan mereka.Direction berhubungan dengan
tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk.
Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara
penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi
pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
c. Pengawasan Feed Back (Feed Back Control)
Pengawasan Feed Back (feed back control) yaitu pengawasan
dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah
dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi
atau tidak sesuai dengan standar.Pengawasan yang dipusatkan
pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan
ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat
kas dari metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah
bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai
landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.
3. Jenis-Jenis Pengawasan
Saiful Anwar (2004:127-128) menyebutkan bahwa berdasarkan
bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut :
23
1. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh
suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural
termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya
pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap
bawahannya sendiri.
2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-
lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar
pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan
keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).16
Penyelenggaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis
pengawasan menurut Saiful Anwar (2004:128) yaitu :
1. Pengawasan dari segi waktunya
2. Pengawasan dari segi sifatnya.
Pengawasan ditinjau dari segi waktunya dibagi dalam dua kategori yaitu
sebagai berikut :
1. Pengawasan a-priori atau pengawasan preventif yaitu
pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang
lebih tinggi terhadap keputusan-keputusan dari aparatur yang
lebih rendah. Pengawasan dilakukan sebelum dikeluarkannya
suatu keputusan atau ketetapan administrasi negara atau
peraturan lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan
atau peraturan tersebut. Apabila ketetapan atau peraturan
tersebut belum disahkan maka ketetapan atau peraturan
tersebut belum mempunyai kekuatan hukum.
2. Pengawasan a-posteriori atau pengawasan represif yaitu
pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang
lebih tinggi terhadap keputusan aparatur pemerintah yang lebih
rendah. Pengawasan dilakukan setelah dikeluarkannya
keputusan atau ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya
tindakan pemerintah.Tindakan dalam pengawasan represif
dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah
tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi. Dalam keadaan yang mendesak tindakan
dapat dilakukan dengan cara menangguhkan ketetapan yang
telah dikeluarkan sebelum dilakukan pencabutan.
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Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi
sifat pengawasan itu, terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam
dua kategori menurut M.Manullang (1995:18)yaitu :
1. Pengawasan dari segi hukum (rechtmatigheidstoetsing)
misalnya pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan
pada prinsipnya hanya menitik beratkan pada segi legalitas.
Contoh:Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menilai
sah tidaknya suatu ketetapan pemerintah. Selain itu tugas
hakim adalah memberikan perlindungan (law proteciton) bagi
rakyat dalam hubungan hukum yang ada diantarra
negara/pemerintah dengan warga masyarakat.
2. Pengawasan dari segi kemanfaatan (doelmatigheidstoetsing)
yaitu pengawasan teknis administratif intern dalam lingkungan
pemerintah sendiri (builtincontrol) selain bersifat legalitas juga
lebih menitik beratkan pada segi penilaian kemanfaatan dari
tindakan yang bersangkutan.
Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis, dengan
tinjauan dari beberapa segi menurut Sujanto (1986:10-11). Antara lain:
1. Pengawasan ditinjau dari segi cara pelaksanaanya dibedakan atas:
a. Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung adalah pangawasan yang dilakukan
dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di
tempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan setempat ini
dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik
di lapangan. Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan
kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh perangkat pengawas
akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang
bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Dengan demikian
dapat melihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila
dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan
instruksi maupun keputusan-keputusan yang secara langsung
menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.
b. Pengawasan tidak langsung
Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan
langsung, yang dilakukan tanpa mendatangi tempat
pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi. Pengawasan
ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen
yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh
pelaksana atau pun sumber lain.
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2. Pengawasan ditinjau dari segi hubungan antara subjek
pengawasan dan objek yang diawasi. Ditinjau dari segi
pengawasan yang dilakukan oleh subjek pengawas, pengawasan
ini masih dibagi atas beberapa bagian antara lain:
a. Pengawasan intern.
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh
aparat dalam organisasi itu sendiri.Artinya bahwa subjek
pengawas yaitu pengawas berasal dari dalam susunan
organisasi objek yang diawasi. Pada dasarnya pengawasan ini
harus dilakukan oleh setiap pimpinan akan tetapi dapat saja
dibantu oleh setiap pimpinan unit sesuai dengan tugas masing-
masing.
b. Pengawasan ekstern.
Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh
aparat dari luar organisasi sendiri, artinya bahan subjek
pengawas berasal dari luar susunan organisasi yang diawasi
dan mempunyai sistim tanggung jawab tersendiri.
c.Pengawasan dilihat dari segi kewenangan.
Pengawasan jenis ini juga terbagi atas beberapa bagian yaitu:
1). Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan
oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi), baik yang
bersifat intern maupun ekstern. Pengawasan jenis ini hanya
dapat dilakukan oleh instansi pemerintah.
2). Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan
oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
Pengawasan ini sering juga disebut sosial kontrol (social
control) misalnya pengawasan melalui surat pengaduan
masyarakat melalui berita atau artikel di media massa.
3). Pengawasan yang melihat dari segi pelaksanaan pekerjaan
masih dibagi atas beberapa bahagian yaitu:
- Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan
sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, misalnya dengan
mengadakan pengawasan terhadap persiapan rencana
kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga
dan sumber-sumber lainnya.
- Pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan
setelah pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan,
hal ini kita ketahui melalui audit dengan pemerikasaaan
terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat dan meminta
laporan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan uraian di atas
terlihat bahwa hasil dari suatu kegiatan pengawasan
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harus memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap
aspek yang diawasi itu.Selanjutnya dalam melakukan
evaluasi dari hasil suatu kegiatan oleh aparat pengawas
dapat tepat untuk mengetahui tingkat efisiensi dan
efektifitas perwujudan kerja dengan sasaran yang dicapai.
C. Pengertian Kewenangan
Dalam kamus bahasa Indonesia (J. S. Badudu dkk, 1996:1625)
kewenangan mempunyai arti sebagai berikut :
1. Wewenang, hak, kuasa, Berwenang, mempunyai hak atau
kuasauntuk menentukan sesuatu atau bertindak terhadap
sesuatu; tidak mengambil keputusan;mengangkat seseorang
untuk suatu jabatan.
2. Wewenang, kewenangan,  hak, kekuasaan; presiden mempunyai
untuk mengangkat dan memberhentikan menteri;
3. Sewenang-wenang, sesuka hati, berlantas angan; perbuatan
melanggar hukum; berbuat sewenang-wenang, berbuat tidak
semena-mena, perbuatan atau hal melanggar huku; memecat
pegawai tanpa alasan yang jelas adalah atasan terhadap
bawahannya.
Sedangkan dalam kamus hukum (Sudarsono 1992:81) wewenang
berarti :
“kewenangan mengadili kompetensi, kewenangan (kekuasaan)
untuk menentukan sesuatu”.
Ada beberapa pendapat sarjana mengenai pengertian kewenangan
diantaranya :
Max weber pada tahun 1957 (Faturrohman, 2002:35-36)
mengemukakan bahwa kewenangan itu terdiri dari :
a. kewenangan tradisional
b. kewenangan kharismatik
c. kewenangan legal rasional
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Kewenangan tradisional merupakan bentuk kewenangan yang
didasarkan pada kebiasaan yang telah terpolakan.Salah satu contohnya
adalah munculnya istilah kewenangan sakral, didasarkan pada faktor
keturunan yang diakui. Seseorang yang merupakan keturunan dari dari
yang memiliki kewenangan maka pada gilirannya akan mendapat posisi
kewenangan tersebut. Contoh untuk kewenangan ini adalah  masyarakat
bangsa dengan bentuk monarkhi.
Kewenangan kharismatik sebenarnya merupakan sumber
kewenangan yang secara intrinsik memiliki umur yang relatif pendek.
Dalam artian bahwa ketika kewenangan berada ditangan seorang figur
pemimpin yang kharismatik itu dapat digiring atau dipindahkan kearah
agen atau kelembagaan dan kantor publik yang permanen. Sebagai
contoh adalah apa yang terjadi di Negara republik islam Iran ketika lahir
pemerintah islam yang menggulinkan rezim monarki Iran dari pangeran
Reza Pahlevi dengan mengatakan “in Iran, for example Ayatollah
Khomeini established as Islamic regime which continued after his death in
1989”. Sampai dua atau tiga generasi kepemimpinan dewasa ini,  negara
republik islam Iran Kharisma pimpinan besar di iran berkaca pada karisma
dari Ayatullah Ruhullah Khomeini.
Pada birokrasi modern akan dapat dilihat kearah sumber
kewenangan yang ketiga ini. Dasar munculnya kewenangan ini lebih
disebabkan kesadaran rasional dan tidak didasarkan pada tradisi.
Kewenangan ini dianggap sebagai konseptual dapat membatasi
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penyalahgunaan kekuasaan dengan dasar pentingnya kelembagaan
kantor daripada tradisi yang mengikat atau karisma seseorang.
Sebgaimana halnya dengan kekuasaan, maka wewenang juga
dapat dijumpai dimna-mana, walaupun tidak selamanya kekuasaan dan
kewenangan berada disatu tangan.Wewenang dimaksudkan adalah suatu
hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan
kebijaksanaan, menentukan keputusan mengenai masalah-masalah yang
penting dan untuk menyelesaikan pertentangan. Dengan kata lain,
seseorang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang
memimpin atau membina orang banyak.
Menurut Soerjono soekanto (1982:277) dikatakan wewenang ialah:
“hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Jadi
penekanan arti dari wewenang adalah pada hak, dan pada
kekuasaan.Dipandang dari sudut pandang masyarakat, maka
kekuasaan saja tanpa wewenang merupakan kekuatan yang tidak
sah.Suatu kekuasaan harus mendapat pengakuan dan
pengesahan dari masyarakat agar menjadi suatu wewenang”.
D. Pemerintah Daerah
1. Pengertian Pemerintah Daerah
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah
adalah :
“Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”.
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Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang tersebut juga
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Istilah pemerintah berasal berasal dari “perintah” yang berarti menyuruh
melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah
kekuasaan yang memerintah suatu Negara atau badan tertinggi yang
memerintah suatu Negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah.
Menurut Sri Soemantri (Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah,
2006:72) menyatakan bahwa :
“Memerintah secara etimologis dapat diartikan sebagai tindakan
yang terus-menerus atau kebijaksanaan dengan menggunakan
suatu rencana maupun akal dan tata cara tertentu untuk mencapai
tujuan tertentu yang dikehendaki”.
Selanjutnya Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, (2006:72)
dalam bukunya Pemerintahan Daerah di Indonesia, bahwa :
“Istilah pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Disebut suatu
disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu
dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material maupun
formal, sifatnya universal, sistematis serta spesifik (khas) dan
dikatakan sebagai seni, karena banyak memimpin pemerintahan
yang tanpa pendidikan pemerintahan serta dengan kharismatik
menjalankan roda pemerintahan”.
Yosep Rihu Kaho (1997:57) suatu daerah disebut daerah otonom
apabila memiliki atribut sebagai berikut :
1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga
daerah. Urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan
yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah;
2. Urusan rumah tangga itu diatur dan diurus atau diselenggarakan
atas inisiatif dari kebijaksanaan daerah itu sendiri;
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3. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut,
maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari
aparatur pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah
tangga daerahnya;
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan
pendapatan  yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayai
segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah
tangga daerahnya.
Baswir (1997:104) menyatakan bahwa tujuan peningkatan otonomi
daerah adalah :
a. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing
daerah.
b. Untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan masyarakat
pada masing-masing daerah.
c. Untuk meningkatkan kehidupan social dan budaya masyarakat
pada masing-masing daerah.
d. Untuk meningkatkan demokratisasi kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Menurut Sarundjajang (1999:130) bahwa   pemberian otonomi kepada
daerah memiliki 4 tujuan :
1. Dari  segi politik adalah mengikutsertakan, menyalurkan
inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan
daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan
kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan menuju
proses demokrasi di lapisan bawah;
2. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam
berbagai bidang kebutuhan masyarakat;
3. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta
menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan
usaha pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat makin
mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian
pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses
penumbuhannya;
4. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan
pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya
kesejahtraan rakyat yang makin meningkat.
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Secara garis besar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci mengenai kewenangan tiap
daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Pemerintah dalam
menjalankan wewenangnya dibagi dalam berbagai bidang dan setiap
bidang memiliki batasan-batasan dalam menyelenggarakan setiap
kegiatannya.Adanya batasan-batasan kewenangan dimaksudkan untuk
mencegah terjadinya kerancuan dalam penyelenggaraan pemerintah dan
terjadinya penyalahgunaan wewenang didalam kubu pemerintahan itu
sendiri, yang berdampak sulitnya tercapai tujuan yang ingin dicapai.
Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam
rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan pengalihan
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, sesuai
dengan kewenangannya yang diserahkan tersebut.Kewenangan
pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur dalam rangka
dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan
kewenangan yang dilimpahkan tersebut.
Berdasarkan pembagian urusan kewenangan tersebut, terlihat
bahwa pemerintah daerah yang otonom adalah pemerintahan yang
mempunyai kewenangan untuk mengurus segala urusan yang menjadi
tanggungjawabnya. Namun demikian untuk melaksanakan bidang
kewenangan tersebut diperlukan sejumlah dana yang sangat besar.
Selain itu juga daerah tersebut harus memiliki aparat yang
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akanmelaksanakan urusan dari daerahnya. Dimana faktor-faktor tersebut
akan sangat mempengaruhi pelaksanaan otonom.
Yosef Rihu Kaho (1997:81) menyatakan ada beberapa faktor yang
mempengaruhi otonomi daerah yaitu :
a. Manusia pelaksananya harus baik;
b. Keuangan harus cukup dan baik;
c. Peralatannya harus cukup dan baik;
d. Organisasi dan manajemennya harus baik.
2. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah
Seiring dengan pilar utama Negara Hukum, yaitu asas legalitas,
berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal
dari peraturan Perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang
bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui
tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat(Ridwan HR, 2006:103-104).
Berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang
Kepala daerah adalah :
(1) Kepala daerah mempunyai tugas :
a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadikewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama
DPRD;
b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD
dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk
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dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan
RKPD;
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD,
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD untuk dibahas bersama;
e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan;
f.  Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepala daerah berwenang :
a. Mengajukan rancangan Perda;
b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama
DPRD;
c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang
sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Tugas dan wewenang memiliki kedudukan yang sangat penting
dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi.
Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2006:78), tugas dan
wewenang merupakan sesuatu berbeda akan tetapi dua hal yang saling
berhubungan, tidak ada tugas yang dapat terlaksana dengan baik tanpa
adanya wewenang yang jelas, tugas dan wewenang mempunyai arti
tersendiri, yaitu sebagai berikut :
1. Tugas mempunyai arti :
- Sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk
dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang
terhadap pekerjaan yang dibebankan;
- Seluruh (perintah) untuk melakukan sesuatu;
- Fungsi atau Jabatan;
- Fungsi yang boleh dikerjakan.
2. Wewenang mempunyai arti :
- Hak dan kekuasan untuk bertindak;
- Kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan
tanggung jawab kepada orang lain;
- Fungsi yang dibolehkan untuk tidak dilaksanakan.
Menurut H. D. Stout (Ridwan HR, 2006:102) bahwa :
“Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum
organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan
penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di
dalam hubungan hukum publik”.
Selanjutnya menurut  F. Nicolia (Ridwan HR, 2006:102)
menyatakan bahwa :
“Wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan-tidakan
hukum tertentu (tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk
menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan
lenyapnya akibat hukum).Hak berisi kebebasan untuk melakukan
atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban
memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan
tindakan tertentu”.
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Dalam Negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Menurut R. J. H. M. Huisman (Ridwan
HR, 2006:103) bahwa :
“Organ pemerintahan tidak dapat menganggap dia memiliki sendiri
wewenang pemerintahan.Pembuat undang-undang dapat
memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ
pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya
inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya) atau
terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum,
pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah) atau bahkan
terhadap badan hukum publik”.
E. Pengertian Umum Perusahaan, Pengelolaan dan Terminal
1. Perusahaan
Perusahaan merupakan suatu tempat untuk melakukan kegiatan
proses produksi barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan
manusia tidak bisa digunakan secara langsung dan harus melewati
sebuah proses di suatu tempat, sehingga inti dari perusahaan adalah
tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor
produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada
pula yang tidak.Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka
mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah
status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi
Selain itu, Perusahaan merupakan kesatuan teknis yang bertujuan
menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan juga disebut tempat
berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan faktor-faktor
produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan merupakan
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alat dari badan usaha untuk mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan.
Orang atau lembaga yang melakukan usaha pada perusahaan disebut
pengusaha, para pengusaha berusaha dibidang usaha yang beragam.
MenurutAbdul R. Saliman (2011:89):
“perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap
jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang
didirikan,bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara
republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau
laba”.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
Pasal 1 Ayat (2),Perusahan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan
kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh
keuntungan atau laba,baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan
maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia .
Beberapasarjana memberikan defenisi perusahaan (Abdul R. Saliman,
2011: 89) sebagai berikut :
“Molengraaf,Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang
dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk
mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang–
barang,atau mengadakan perjanjian–perjanjian perdagangan.
Polak, baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan-
perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dengan
segala sesuatu itu dicatat dalam pembukaan”.
2. Pengelolaan
Kamus lengkap Bahasa Indonesia,(Fijri, 1999:298)Pengelolaan berarti
sebagai berikut :
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1. Proses, cara, perbuatan mengelola.
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan
tenaga orang lain.
3. Proses yg membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan
organisasi.
4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yg
terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian
tujuan.
Suharsimi, Arikunto (1993:311) memberikan definisi sebagai
berikut:
“Pengelolaan adalah sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau
usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan
serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu”.
Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini
disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang
berbeda-beda.Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda,
kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan.
Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut
mengandung pengertian dan tujuan yang sama.
Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan
perencanaan,pengorganisasian,penggerakan dan pengawasan yang
bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki
secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
3. Terminal
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,
menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan
moda Angkutan.
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Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Terminal Penumpang Pasal 1 bagian e menjelaskan
pengertian terminal yaitu :
“Terminal adalah prasarana transportasi jalan untukkeperluan
menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra
dan/atau antara moda transportasiserta mengatur kedatangan dan
pemberangkatankendaraan umum”.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberengkatan,
menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan
moda angkutan.
Adapun menurut parah ahli sebagai berikut :
Menurut Morlok (1995:269) bahwa:
“Terminal adalah titik dimana penumpang dan barang masuk dan
keluar sistem.”
Purbam (1997:185):
“Terminal adalah batas atau ujung atau penghabisan. Umumnya
terminal merupakan suatu sarana tempat pemberhentian pada
akhir suatu trayek.Terminal adlah suatu tempat dimana sekumpulan
bus mengakhiri dan mengawali lintasan operasionalnya”.
F. Tinjauan Umum Perusahaan Daerah
1. Perusahaan Daerah
Perusahaan Daerah merupakan badan hukum yang kedudukannya
sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah.
Perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah (BUMD) adalah
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perusahaan yang seluruh sahamnya atau sebagian besar sahamnya
dimiliki oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan
Daerah  Pasal 2 Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang
didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untukseluruhnya
atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan,
kecuali jikaditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.
Menurut Moekiyat (1985:58), definisi Perusahaan Daerah sebagai berikut :
“Perusahaan Daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh
daerah untuk menambah penghasilandaerah”.
Perusahaan daerah di golongkan ke dalam empat bidang usaha
yaitu :
1. Perusahaan daerah yang bergerak di bidang pemanfaatan
umum.
2. Perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha komersial.
3. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
4. Bank Perkreditan Rakyat atau Lembaga Keuangan Nonbank.
Adapun langkah kebijakan yang harus dilakukan kepala daerah
terhadap perusahaan daerah, antara lain :
a. Pembinaan Perusahaan Daerah, yaitu dengan melakukan
deregulasi di bidang peraturan antara lain dengan memberi
kewenangan yang lebih luas kepada direksi perusahaan daerah
dalam mengembangkan usahanya. Sehingga dapat lebih
leluasa dan lincah dalam meraih dan memanfaatkan peluang
bisnis ataupun dalam meningkatkan pelayanan kepada
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masyarakat. Selain itu melakukan pembinaan di bidang
manajemen umum, administrasi teknik dan keuangan
b. Kerja sama perusahaan daerah dengan Pihak ketiga.
c. Kerja sama perusahaan daerah dengan pihak ketiga dalam
upaya memanfaatkan aset perusahaan daerah agar lebih
berdaya guna dan berhasil guna.
d. Meningkatkan kemampuan permodalan melalui bantuan
pinjaman dari dalam dan luar negeri. Melepas aset yang benar –
benar tidak efisien dan tidak memiliki nilai ekonomi tinggi.
2. Maksud Dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari pendirian Perusahaan Daerah ialah ;
a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian.
b. Menyelenggarakan kemanfaatan Umum berupa penyediaan
barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat
hidup masyarakat sesuai Kondisi, karateristik, dan potensi
daerah berdasarkan tatakelola perusahaan yang baik.
c. Memperoleh laba/atau keuntungan.
d. Memberikan bimbingan kepada pengusaha golongan ekonomi
lemah, koperasi, dan masyarakat di daerah.
3. Kepengurusan dan Pengawasan
Sebagaimana lazimnya suatu badan usaha, Perusahaan daerah dipimpin
dan dijalankan oleh suatu badan direksi, yang diangkat oleh Kepala
Daerah dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD).Ketentuan ini diatur dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.Sedangkan penjabaran lebih
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lanjutnya antara lain dituangkan dalam Keputusan Menteri dalam Negeri
Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah
Menteri dalam Negeri.
Dalam Keputusan tersebut dinyatakan bahwa pengurus
Perusahaan Daerah terdiri dari (1) direksi, dan (2) badan
pengawas.Ditegaskan pula bahwa direksi diangkat oleh Kepala Daerah,
dengan mengutamakan calon swasta, atas usulan dari badan
pengawas.Apabila calon tersebut bukan dari swasta, yang bersangkutan
harus melepaskan dulu statusnya.
Ketentuan dan persyaratan lain direksi adalah :
b. Pendidikan sekurang – kurangnya sarjana (S1).
c. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun
padaperusahaan.
d. Membuat dan menyajikan proposal yang berisi visi,misi, dan
strategi perushaan.
e. Tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, Anggota
direksi lainnya, dan badan pengawas sampai derajat ketiga,
keatas maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
Jumlah anggota direksi paling banyak 4 orang termasuk di
antaranya direktur utama.Masa jabatan dari direksi menurut keputusan
adalah 4 tahun dengan makasimal 2 kali masa jabatan, kecuali apabila
direksi tersebut diangkat menjadi direktur utama.
Tugas dari para pengelola Perusahaan Daerah ini antara lain:
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1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan
Daerah.
2. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja
mendapatkan persetujuan.
3. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah
mendapat persetujuan badan pengawas.
4. Membina pegawai.
5. Mengurus dan mengelola kekayaan pada perusahaan.
6. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
7. Mewakili perusahaan baik dalam maupun luar pengadilan.
8. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan
termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada seluruh
badan pengawas.
Sedangkan wewenang para direksi menurut Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 50 Tahun 1999 dibatasi hanya pada hal–hal :
1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai.
2. Mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai
dari jabatan di bawah direksi.
3. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi.
4. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
Untuk tindakan-tindakan berikut ini direksi memerlukan persetujuan
dari badan pengawas, yakni :
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1. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan
pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya
aset dan membebani anggaran perusahaan.
2. Memindahtangankan, atau menghipotikkan, atau menggadaikan
benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik perusahaan.
3. Penyertaan modal pada perusahaan lain.
Selain pengangkatan keputusan tersebut juga mengatur tata cara dan
alasan pemberhentian dewan direksi yakni : (1) atas permintaan sendiri,
(2) wafat, (3) alasan kesehatan, (4) tidak melaksanakan tugas sesuai
dengan program kerja yang telah disetujui, (5) merugikan perusahaan,
dan (7) dihukum berdasarkan putusan tetap dari pengadilan.
Untuk mengawasi jalannya roda perusahaan, dibentuk badan pengawas
yang diangkat oleh Kepala Daerah.Badan pengawas ini terdiri dari
professional sesuai bidang usaha Perusahaan daerah yang
bersangkutan.Pengangkatan Badan Pengawas dikukuhkan dengan Surat
Keputusan Kepala Daerah.Jumlah Badan Pengawas adalah 3 orang
termasuk ketua merangkap anggota.
Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, Badan Pengawas
mempunyai tugas :
1. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah.
2. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah atas
pengangkatan dan pemberhentian direksi.
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3. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah atas
program kerja yang diajukan direksi.
4. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala Daerah
terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.
5. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja
perusahaan.
Lebih jauh lagi badan pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
1. Memberikan peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan
tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
2. Memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan.
3. Mengesahkan rencana kerja anggaran perusahaan.
4. Menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan, dan
program kerja direksi pada tahun berjalan.
Dengan kekhasan statusnya, keberadaan Perusahaan Daerah di
Indonesia perlu ditinjau kembali.Karena selain melaksanakan
kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah dalam menyediakan barang
dan jasa publik Perusaahan Daerah juga diharapkan mampu memberikan
kosntribusi yang besar kepada pendapatan asli daerah bagi daerah
pemilik perusahaan daerah.
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G. Pengelolaan Terminal
1. Konsep Dasar Terminal
Terdapat beberapa terminologi tentang terminal. berdasarkan
undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,
Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan
untuk mengatur kedatangan dan keberengkatan, menaikkan dan
menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,
menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan
moda Angkutan.Berdasarakan kedua terminologi diatas, terminal adalah
prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan
orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan
kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan
transportasi.Terminal juga dapat disebut sebagai fasilitas pelayanan untuk
angkutan umum.
2. Kategori Terminal
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan
Jalan. Pasal 8 :
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1. Tipe terminal penumpang terdiri dari :
a. Terminal penumpang tipe A
b. Terminal penumpang tipe B
c. Terminal penumpang tipe C
2. Terminal penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan terminal yang peran utamanya melayani
kendaraan umum untuk angkutan lintas batas Negara dan/atau
angkutan antar kota antarprovinsi yang dipadukan dengan
pelayanan angkutan kota dalam provinsi, angkutan perkotaan,
dan/atau angkutan pedesaan.
3. Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan terminal yang peran utamanya melayani
kendaraan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan
pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan pedesaan.
4. Terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan
umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan.
Fasilitas terminal terdiri dari :
a. Jalur keberangkatan kendaraan
b. Jalur kedatangan kendaraan
c. Ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput
d. Tempat parkir kendaraan
e. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (waste management)
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f. Perlengkapan jalan
g. Fasilitas penggunaan teknologi
h. Media informasi
i. Penanganan pengemudi
j. Pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (customer
service)
k. Fasilitas pengawasan keselamatan
l. Jalur kedatangan penumpang
m. Ruang tunggu keberangkatan
n. Ruang pembelian tiket
o. Ruang pembelian tiket untuk bersama
p. Outlet pembelian tiket secara online
q. Pusat informasi
r. Papan perambuan dalam terminal
s. Papan pengumuman
t. Layanan bagasi
u. Ruang penitipan
v. Tempat berkumpul darurat
w. Jalur evakuasi bencana dalam terminal.
3.  Fungsi Terminal
Menurut Morlok (1995:267) bahwa fungsi-fungsi terminal transportasi
sebagai berikut :
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a. “Memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan transport
serta membongkar/menurunkan,memindahkan dari satu
kendaraan ke kendaraan lain,
b. Menampung penumpang atau barang dari waktu tiba sampai
waktu berangkat kemungkinan untukmemproses barang, dan
menyediakan kenyamanan penumpang (misalnya pelayanan
makan, dan sebagainya),
c. Menyiapkan dokumentasi perjalanan, menimbang muatan,
memilih rute, menjual tiket penumpang,memeriksa pesanan
tempat,
d. Mengumpulkan penumpang dan barang didalam grup-grup
berukuran ekonomis untuk diangkut dan untuk menurunkan
mereka setelah tiba ditempat tujuan.”
Warpani (1990), mengemukakan sebuah terminal mempunyai
empat fungsi pokok, yakni :
a. “Menyediakan sebuah terminal akses ke kendaraan yang
bergerak pada jalur khusus
b. Menyediakan tempat dan kemudahan perpindahan/pergantian
moda angkutan dan kendaraan yang bergerak pada jalur,
c. Menyediakan tempat untuk menyimpan kendaraan.”
Abubakar (1995:68) dikatakan, bahwa pada dasarnya terminal
dapat ditinjau dari tiga unsur yang terkait dengan terminal, yaitu
penumpang, operator kendaraan dan pemerintah yaitu:
a. Fungsi teminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan
menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda angkutan
ke moda atau kendaraan lain, tempat tersedianya fasilitas-
fasilitas dan informasi, termasuk fasilitas parker bagi kendaraan
pribadi.
b. Fungsi terminal antara lain dari segi perencanaan dan
manajemen lalu lintas (untuk penataan dan menghindari
kemacetan), sebagai sumber pemungutan distribusi
c. Fungsi terminal bagi operator (sopir dan awaknya) adalah untuk
pengaturan pelayanan operasi kendaraan umum, penyediaan
fasilitas istrahat dan informasi bagi mereka, serta
pangkalan/pelayanan bengkel bagi kendaraan umum.
Sebagai kesimpulan dari uraian di atas, terminal berfungsi sebagai
tempat memberikan pelayanan kepada penumpang dalam perjalanan,
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barang dalam pengiriman dan kendaraan sebelum dan sesudah
melakukan operasinya.
4. Pengelolaan Terminal
Pengelolaan terminal penumpang meliputi kegiatan perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan operasional terminal. Kegiatan
perencanaan operasional terminal antara lain :
1. Penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan.
2. Penataan fasilitas penumpang.
3. Penataan arus lalu lintas pengawasan terminal.
4. Penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan.
5. Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.
6. Pengaturan jadwal petugas di terminal.
7. Evaluasi sistem pengoperasian terminal.
Kegiatan pelaksanaan operasional terminal meliputi:
1. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di
terminal;
2. Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan;
3. Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan
menurut jadwal yang telah ditetapkan;
4. Pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan
kendaraan umum kepada penumpang;
5. Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
6. Pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
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7. Pencatatan jumlah pelanggaran.
Kegiatan pengawasan operasional terminal meliputi pengawasan
terhadap :
1. Tarif Angkutan.
2. Kelayakan jalan kendaraan yang dioperasikan.
3. Kapasitas muatan yang diijinkan.
4. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian penulisan ini secara umum dilakukan di Kota
Makassar memiliki keterkaitan secara langsung dengan objek penelitian
kemudian dipilih lokasi tertentu yaitu Perusahaan Daerah Terminal
Regional Daya Kota Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar, dan
tempat lain yang berhubungan dengan objek penelitian dalam lingkungan
Kota Makassar.
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan dan
penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :
1. Data Primer
Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara secara
langsung dengan pihak yang terkait.
2. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh melalui analisis kepustakaan
berupa buku-buku, karya ilmiah, dokumen, perundang-undangan
yang memuat berkaitan tentang tulisan ini. Selain itu juga melalui
penelusuran study perpustakaan dan studi internet yang berkenaan
dengan kajian dalam penulisan skripsi ini.
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C. Populasi dan Sampel
1. Populasi Penelitian
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek
atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik
kesimpulannya. Populasi yang penulis gunakan dalam objek
penelitian ini adalah supir angkutan daerah yang ada di kota
Makassar.
2. Sampel Penelitian
Sampel adalah sebagaian atau wakil populasi yang akan
diteliti. Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode random sampling. Teknik sampling diberi nama ini
karena di dalam pengambilan sampelnya peneliti mencampur
subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek di dalam
populasi dianggap sama. Adapun sampel yang penulis digunakan
yaitu supir angkutan daerah dan penumpang yang berada di Kota
Makassar .
3. Responden dan Narasumber.
Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas
pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait dengan
permasalahan yang akan diteliti. Responden yang di ambil 10
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orang, 5 orang supir angkutan daerah dan 5 orang penumpang
yang berada di Kota Makassar.
Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas
pertanyaan yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan
masalah hukum yang akan diteliti. Pada penelitian ini narasumber
yang dimaksud adalah Direktur Perusahaan Daerah Terminal
Regional Daya Kota Makassar, Kepala Dinas Perhubungan Kota
Makassar dan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.
D. Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka
penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Wawancara
Wawancara (interview) dilakukan dalam upaya
memaksimalkan pengumpulan data penelitian secara langsung
kepada narasumber. Teknik wawancara dilakukan menggunakan
teknik deep interview. Dalam teknik wawancara ini, narasumber
dipilih sesuai dengan bidang dan keahlian dan jabatannya, dalam
hal ini narasumber berkompeten yang berkaitan dengan penulisan
ini.
2. Studi Pustaka
Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang
umum dilakukan oleh para peneliti yaitu dengan menggunakan
literatur yang berkaitan dengan materi dalam penulisan ini.
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E.  Analisis Data
Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan
permasalahan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Obyek Penelitian
1. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro
Visi Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro di Kota
Makassar adalah sebagai berikut: “Menjadi Pusat Pelayanan Jasa
Terminal Angkutan Darat yang Profesional di Kawasan Timur Indonesia”.
Misi Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro : Meningkatkan
sistem pelayanan transportasi yang tertib, lancer, aman, selamat dan
mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Sulawesi. Mendorong
perwujudan transportasi perkotaan dan pedesaan yang berkualitas,
efisien, dan berkelanjutan dalam pelayanan.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi
Berikut Tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas dan Direksi
berdasarkan SK Wali Kota Makassar Nomor 7039 Tahun 1999 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro
adalah sebagai berikut:
1. Badan Pengawas Mempunyai Tugas
a. Menetapkan rencana kerja dan pembagian tugas para anggota
menurut bagian masing-masing untuk masa 12 bulan dan
sesuai dengan tahun buku Perusahaan Daerah.
b. Menyelenggarakan rapat kerja sekurang-kurangnya 6 bulan
sekali untuk membicarakan dan mengatasi masalah-masalah
yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan
kegiatannya, bila mana diperlukan sewaktu-waktu mengadakan
rapat untuk menentukan keputusan mengenai hal-hal yang
mendesak.
c. Merumuskan kebijaksanaan untuk Perusahaan Daerah secara
terarah dalam bidang penanaman modal untuk penggunaan
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dalam memanfaatkan dan pengamanan hasil tarif angkutan dan
jasa terminal lainnya.
d. Mengadakan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai
oleh perusahaan itu.
e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan serta
memberikan petunjuk kepada Perusahaan Daerah secara efektif
dan kebijaksanaan umum yang telah dirumuskan dalam
Keputusan Badan Pengawas, mengenai pelaksanaan
ketentuan-ketentuan yang dimaksud.
f. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah
tentang rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
untuk tahun berikutnya yang diajukan oleh direksi, 3 (bulan)
sebelum tahun buku mulai berlaku dan bila tidak dikemukakan
keberatan atau penolakan sampai tahun buku mulai berjalan,
maka anggaran tersebut dianggap sah.
g. Meneliti dan mengevaluasi serta member petunjuk lebih atas
laporan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali.
h. Member pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tambahan atau
perubahannya anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang
ditujukan Direksi.
i. Memberi pendapat dan saran kepada Kepala Daerah atas
laporan tahunan Perusahaan Daerah yang terdiri rencana
perhitungan laba dalam jangka waktu yang tidak lebih 1 (satu)
bulan setelah laporan tersebut diterima dari direksi.
Pelaksanaan pembagian laba dilaksanakan setelah ada laporan
pemeriksaan dari instansi yang berwenang.
j. Mengesahkan kebijaksanaan dan menetapkan kedudukan
Kepegawaian Perusahaan Daerah dan penghasilannya sesuai
dengan perturan yang berlaku.
k. Menjaga dan mengusahakan agar selalu terdapat koordinasi
dan keserasian antara Perusahaan Daerah dengan dengan
rencana pengembangan usaha dan kegiatan dari Pemerintah
Daerah maupun Pemerintah Pusat dibidang perluasan wilayah
termasuk pengembangan areal terminal.
2. Direktur Utama mempunyai Tugas:
a. Merencanakan kegiatan perusahaan daerah untuk jangka
panjang, mengawasi dan mengkoordinir dalam bidang teknik
pengelolaan terminal, bidang umum termasuk pengelolaan
keuangan dan administrasi untuk mencapai tujuan.
b. Merumuskan strategi perusahaan daerah dan menjalankan
kebijakan yang ditetapkan oleh badan pengawas dan
melaksanakan operasi perusahaan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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c. Memelihara suasana kerja yang baik dalam seluruh organisasi
yang berusaha mencapai tarif efesiensi dan administrasi yang
baik.
d. Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi
perusahaan daerah.
e. Mengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan dan
pemberhentian serta menentukan batas ganti rugi sesuai
peraturan yang berlaku.
f. Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili
perusahaan keluar.
Dalam melakukan tugasnya Direktur Utama dibantu oleh Direktur
Umum dan Direktur Operasional.
1. Direktur Umum mempunyai tugas yaitu :
a. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan dibidang
administrasi umum, keuangan kesekretarian.
b. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan
perlengkapan.
c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber
pendapatan, serta mengatur penggunaan kekayaan
perusahaan.
d. Mengendalikan pendapatan baik dari hasil pemungutan Tarif
Angkutan dan Jasa Terminal maupun dari sector lainnya.
e. Mengadakan kerjasama erat dengan Direktur Operasi dalam
mengatur, mengawasi, menyediakan fasilitas dan material yang
dibutuhkan dalam kelancaran kegiatan dalam bidang
operasional.
f. Mengawasi penyusunan anggaran belanja atau penetapan
modal kerja perusahaan, merumuskan dan menetapkan
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kebijaksanaan perusahaan keuangan lebih efektif bersama
dengan Direktur lainnya.
g. Membuat penilaian dan persetujuan semua pembelian untuk
keperluan operasional melalui atau tidak melalui tender.
h. Mengadakan penyelenggaraan pembukuan up to date dan
menilai laporan keuangan untuk mengusulkan perbaikan pada
posisi keuangan dan persediaan barang kepada Direktur
Utama.
i. Mengawasi dan mengusahakan penagihan uang dari langganan
atau pemakai jasa bangunan terminal secara intensif dan efektif.
j. Menetapkan kebijaksanaan dan menandatangani surat edaran
pengumuman mengenai tata tertib Perusahaan Daerah dan
Kepegawaian yang dapat melancarkan kegiatan dan
meningkatkan efesiensi kerja pada karyawan atas persetujuan
Direktur Utama.
k. Mengusulkan kepada Direktur Utama penyesuaian tarif
angkutan dan jasa terminal serta kebijaksanaan perubahan
dalam bidang kepegawaian, sesuai dengan perkembangan dan
keadaan perusahaan.
l. Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili
perusahaan daerah keluar dengan sepengetahuan Direktur
Utama.
59
m. Mengatur cara pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat dan
pengguna jasa terminal lainnya.
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur
Utama.
o. Dalam melaksanakan tugas-tugas Direktur Umum dan
keuangan berada di bawah dan tanggung jawab kepada
Direktur Utama.
Dalam menjalankan tugasnya Direktur Umum dibantu oleh dua
kepala bagian yaitu kepala bagian umum dan kepala bagian keuangan
1. Kepala bagian umum mempunyai tugas yaitu:
a. Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengawasi
pelaksanaan tugas dari seksi administrasi dan kepegawaian
seksi perlengkapan serta seksi hukum dan hubungan
masyarakat.
b. Melaksanakan pengadaan atau bembelian barang dan
materai dengan jasa yang diperlukan oleh perusahaan.
c. Mengadakan usaha pemeliharaan dan pengawasan
peralatan dan bangunan kantor.
d. Mengendalikan semua barang dan peralatan yang menjadi
milik perusahaan daerah sesuai dengan kebutuhannya.
e. Menyimpan dan mendistribusikan tiap jenis barang kepada
semua unit kerja sesuai dengan keperluan setelah mendapat
pengesahan.
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f. Meneliti, mempelajari dan melaksanakan petunjuk
perundang-undangan yang ada sesuai dengan kondisi
Perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku.
g. Megadakan kordinasi dengan bagian-bagian yang berkaitan
dengan tugasnya.
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Umum dibantu oleh:
1. Seksi Administrasi;
2. Seksi Perlengkapan;
3. Seksi Hukum dan Humas;
2. Kepala Bagian Keuangan
a. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi tugas dari seksi
anggaran, seksi pembukuan, dan seksi kas.
b. Merencanakan, mengendalikan dan menginvestarisir sumber-
sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan
perusahaan.
c. Menyelenggarakan penyusunan, penyimpanan dan
pengamanan yang berhubungan dengan data keuangan.
d. Mengkoordinir kegiatan dengan bagian lain untuk meningkatkan
pelayanan yang menyangkut masalah keuangan.
e. Melakukan pemeriksaan kas dan pembukuan perusahaan
setiap saat.
Dalam melakukan tugasnya Kepala Keuangan dibantu oleh:
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1. Seksi Anggaran
2. Seksi Pembukuan
3. Seksi Kas
3.  Direktur Operasional
a. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan bagian
pengelolaan dan bagian produksi.
b. Mengkordinasi dan mengendalikan kegiatan pemungutan tarif
angkutan dan jasa terminal lainnya maupun kelancaran dan
ketertiban lalu lintas serta keamanan dan ketertiban terminal.
c. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan mengenai
peningkatan tarif dan jasa terminal.
d. Mengatur tata cara pelayanan yang sebaik-bainya bagi
pengusaha angkutan umum maupun masyarakat pengguna jasa
terminal lainnya.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
Dalam melakukan tugasnya Direktur Operasional dibantu oleh:
1. Kepala Bagian Produksi
Kepala bagian Produksi mempuyai tugas yaitu:
a. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan
tugas dari seksi penagihan dan seksi pendataan.
b. Merencanakan dan menyusun kebutuhan yang akan dipakai
dalam operasi pemungutan tarif angkutan jasa terminal lainnya.
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c. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan
pemungutan tarif angkutan dan jasa terminal serta pungutan-
pungutan lainnya.
d. Menganalisa dan mengusulkan kemungkinan penambahan jenis
jasa terminal terutama sektor fasilitas untuk meningkatkan
sumber pendapatan.
e. Mengadakan koordinasi dengan bagian-bagian lain yang
berkaitan dengan bidang usahanya.
f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi.
Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bagian produksi dibantu
oleh beberapa seksi yaitu:
a. Seksi Pengaturan Parkir
b. Seksi Pemeliharaan Kebersihan
c. Seksi Keamanan dan Ketertiban
2. Kepala Bagian Produksi
Kepala Bagian Produksi mepunyai tugas:
a. Merencanakan mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan
tugas dari seksi penagihan dan seksi pendapatan;
b. Merencanakan dan menyusun kebutuhan yang akan dipakai
dalam operasi pungutan tarif angkutan dan jasa terminal
lainnya;
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c. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan
pemungutan tarif angkutan dan jasa terminal serta pungutan-
pungutan lainnya;
d. Menganalisa dan mengusulkan kemungkinan penambahan jenis
jasa terminal terutama untuk meningkatkan sumber pendapatan.
3. Kepala Bagian Pengelola
Bagian Pengelolaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Operasional :
a. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan
tugas dari Seksi Pengaturan Parkir, Seksi Pemeliharaan
Kebersihan dan Seksi Keamanan dan Ketertiban;
b. Menyelenggarakan, mengkoordinir dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan operasional terminal meliputi pengaturan
dan ketertiban arus lalu lintas angkutan penumpang umum
yang tiba dan akan berangkat;
c. Melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha
angkutan dan pengusaha-pengusaha lainnya di terminal;
d. Menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan terhadap kegiatan
dan kondisi layak jalan dan kapasitas penumpang untuk
angkutan penumpang umum yang tiba dan akan berangkat di
terminal sesuai ketentuan yang berlaku;
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e. Menginventarisis, mencatat dan mengecek jenis dan jumlah
angkutan dan penumpang umum yang tiba dan berangkat di
terminal;
f. Mengkoordinir semua kegiatan pelaksanaan tugas dari para
petugas instansi yang terkait yang diperbantukan pada
Perusahaan sesuai petunjuk, perintah dan instruksi dari direksi;
g. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan
tugas pengamanan dan ketertiban umum dalam lingkungan
Perusahaan kedalam maupun keluar;
h. Mengadakan koordinasi dengan bagian-bagian lain yang
berkaitan dengan bidang tugasnya;
Tiap Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada kepala bagian pengelolaan.Direktur operasional dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada direktur utama.
B. Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Terminal Regional
Daya
Pemerintah kota makassar memposisikan terminal sebagai salah
satu potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD), namun belum
menyertakannya dengan penyelenggaraan terminal yang professional,
sehingga daya tarik terminal dipersepsikan menurun menghadapi
ancaman semakin maraknya terminal yang tidak resmi. Oleh karena itu
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dalam hal ini dibahas bagaimanakah pelaksanaan pengawasan
pengelolaan terminal regional daya.
Pemerintah Kota Makassar menertibkan terminal tidak resmi
seperti, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Terminal Penumpang, Surat Keputusan Wali Kota Makassar
Nomor : 510/kep/551.23/2004. Regulasi ini di bentuk untuk menertibkan
angkutan-angkutan yang memilih menaikkan dan menurunkan
penumpang di luar terminal dan sebagai dasar hukum pemerintah dalam
melakukan penertiban. Selain itu pemerintah Kota Makassar juga
membentuk tim terpadu. Tim terpadu adalah tim yang terdiri dari beberapa
instansi yang di bentuk oleh Wali Kota dalam Surat Keputusan Wali Kota
Makassar Nomor : 1627/551.22.05/kep/X/2015 Tentang Pembentukan Tim
Terpadu Pembinaan, Penataan dan Penertiban Kendaraan Bermotor
Umum/Kendaraan Pribadi yang Beroprasi Menaikkan dan Menurunkan
Orang (Penumpang Umum) dan atau Barang diluar Terminal.
Tim terpadu yang dimaksud adalah Kepala Dinas Perhubungan
Kota Makassar, Kepala satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Kapolsek
Biringkanaya, Danramil Kota Makassar, Kabid. Propam Polda Sulsel,
Danpom AU Koopsau II Makassar, POMDAM VII WIRABUANA, Kabid.
Dalops Dishub Kota Makassar, Ketua DPC Organda Makassar, Ketua
Lintas PO. Tim ini bertujuan untuk menertibkan terminal tidak resmi yang
berada di sepanjang jalan perintis kemerdekaan depan AURI sampai
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perbatasan Kabupaten Maros, dan dapat memberikan kenyamanan
kepada fungsi terminal sebagai awal keberangkatan dan akhir kedatangan
calon penumpang.
Hal ini dapat dijelaskan pada indikator sebagai berikut :
1. Regulasi
Regulasi yang di maksud adalah tentang aturan yang dibuat oleh
pemerintah untuk para supir angkutan daerah, mobil pribadi (plat hitam)
untuk mematuhi aturan tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi
dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro
mengenai regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah
melakukan upaya penertiban terminal tidak resmi di kawasan terminal
regional daya kota Makassar dengan mengeluarkan regulasi tentang
penertiban terminal tidak resmi dan larangan mobil pribadi (plat hitam)
mengambil penumpang, namun yang menjadi kendala ialah kurangnya
perhatian terhadap aturan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi
Administrasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Terminal Makassar
Metro atas nama  Muhsin R.Radja, berdasarkan wawancara langsung
pada tanggal 2 januari 2016.
2. Pembinaan
Pembinaan yang dimaksud sebagai pelaksanaan pengawasan
pengelolaan terminal regional daya adalah seperti mengarahkan kepada
para supir mobil penumpang antar daerah sehingga tidak menaikkan dan
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menurunkan penumpang di luar terminal daya agar fungsi terminal
terlaksana dengan baik. Pembinaan telah dilakukan dalam bentuk
himbauan dengan mengarahkan kepada para supir untuk masuk kedalam
terminal dan melarang mobil pribadi (plat hitam) mengambil penumpang
karena melanggar aturan yang telah ditentukan. Hal ini diungkapkan oleh
Kepala Seksi Administrasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah
Terminal Makassar Metro atas nama  Muhsin R.Radja, berdasarkan
wawancara langsung pada tanggal 2 januari 2016.
Begitu pula Direktur utama Perusahaan Daerah Terminal Makassar
Metro telah mengupayakan untuk melakukan himbauan setiap saat
kepada para supir untuk masuk ke dalam terminal dan larangan mobil
pribadi (plat hitam) mengambil penumpang di luar terminal melalui
informasi spanduk dan surat edaran yang dibagikan kepada parah supir
dan pembentukan tim terpadu yang dibentuk oleh Wali Kota sehingga
terminal dapat berfungsi dengan baik. Hal ini diungkapkan oleh H.Hakim
Syahrani, berdasarkan wawancara langsung pada tanggal 7 januari 2016.
Pembinaan sudah sering dilakukan kepada para supir angkutan
daerah dan melarang mobil pribadi (plat hitam) mengambil penumpang
melalui kegiatan bimbingan keselamatan transportasi yang dilakukan 2
kali dalam setahun dengan mengundang para supir namun, hanya
perwakilan supir yang datang. Bimbingan keselamatan yang dimaksud
adalah dengan melakukan koordinasi dan memberikan pengarahan
kepada supir angkutan daerah untuk tidak menaikkan dan menurunkan
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penumpang di luar terminal. Hal ini diperjelas oleh Staf Pegawai Kepala
Seksi Bimbingan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Makassar atas
nama Aziz Mila, berdasarkan wawancara langsung pada tanggal 7 januari
2016
Akan tetapi salah satu supir mengakui bahwa Perusahaan Daerah
Terminal Makassar metro dan Dinas Perhubungan tidak pernah
melakukan pembinaan kepada para supir angkutan daerah. Oleh karena
itu, pada kenyataannya kebanyakan supir lebih memilih memakai mobil
plat pribadi (plat hitam) karena bisa mengantar dan menjemput
penumpang ke dalam kota. Hal ini diungkapkan oleh Supir angkutan
Daerah atas nama  Hairil, berdasarkan wawancara langsung pada tanggal
6 januari 2016.
Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai pembinaan maka
dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro
telah melakukan upaya pembinaan melalui himbaun larangan menaikkan
dan menurunkan penumpang di luar terminal dan larangan mobil pribadi
(plat hitam) mengambil penumpang dan Dinas Perhubungan telah
melakukan pembinaan melalui kegiatan keselamatan transportasi dengan
mengundang para supir untuk hadir dalam kegiatan dengan melakukan
koordinasi dan memberikan pengarahan, tetapi para supir tidak
menanggapi undangan tersebut dan hanya diwakilkan oleh rekan mereka.
Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro dan Dinas
Perhubungan dalam melakukan pembinaan belum efektif karena
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kurangnya sosialisasi serta adanya perbedaan pendapat antara
Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro, Dinas Perhubungan
kepada supir bahwa Perusahaan Daerah Terminal dan Dinas
Perhubungan tidak pernah melakukan himbauan atau tindakan apapun
terhadap supir yang melanggar.
3. Pengawasan
Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan
pemerintah dalam hal ini Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kota
Makassar  untuk menempatkan anggotanya di lokasi terminal tidak resmi
agar para supir tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di luar
terminal daya. Hal ini diungkapkan dengan Kepala Bidang Teknik Sarana
dan Prasarana bahwa Dinas Perhubungan sudah sering melakukan
pengawasan di lokasi terminal tetapi, pihak Dinas perhubungan tidak bisa
bergerak sendiri dan harus ada tim terpadu yang membantu mengawasi
supir agar supir angkutan tidak menaikkan dan menurunkan penumpang
di luar terminal. Hal ini diungkapkan oleh Abdullah Rowa, berdasarkan
wawancara langsung pada tanggal 8 januari 2016.
Selain itu, Kepolisian Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar sering
melakukan pengawasan dan penindakan tetapi, banyaknya oknum
pejabat yang mempunyai mobil pribadi (plat hitam) yang mengambil
penumpang sehingga kepolisian sulit melakukan pengawasan. Kepolisian
Lalu Lintas sering melakukan rapat dengan beberapa dinas terkait
mengenai masalah tersebut tetapii tidak ada solusi yang diharapkan, hal
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ini diungkapkan oleh salah satu anggota Lalu Lintas Polrestabes Kota
Makassar atas nama Syahrul, berdasarkan wawancara langsung pada
tanggal 8 januari 2016.
Hal yang berbeda juga di ungkapkan dengan supir angkutan
daerah yang menerangkan bahwa tidak adanya pengawasan yang
dilakukan Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas kepada para supir
yang melakukan pelanggaran menaikkan dan menurunkan penumpang di
luar terminal sehingga para supir lebih leluasa mengambil penumpang di
luar terminal dan dikatakan juga bahwa petugas yang melihat pelanggaran
tersebut tidak melakukan teguran terhadap pelanggar. Hal ini diungkapkan
oleh salah satu supir bernama Irwan, pada tanggal 6 januari 2016.
Sesuai hasil wawancara di atas mengenai pengawasan maka dapat
disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas dalam
melakukan upaya pengawasan belum efektif karena adanya perbedaan
pendapat antara petugas dan supir angkutan dimana petugas
mengatakan bahwa telah melakukan upaya pengawasan kepada para
supir yang melakukan tindakan pelanggaran yang menaikkan dan
menurunkan penumpang di luar terminal.
4. Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi yang dimaksud adalah memberikan teguran
atau sanksi kepada para supir yang melanggar aturan menaikkan dan
menurunkan penumpang di luar terminal dan mobil pribadi (plat hitam)
yang mengambil penumpang sesuai aturan yang berlaku yaitu
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pencabutan izin mengemudi (SIM) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
dan pencabutan izin trayek.
Dinas perhubungan telah memberikan sanksi kepada para supir
yang melakukan pelanggaran menaikkan dan menurunkan penumpang di
luar terminal seperti mobil pribadi (plat hitam) yang mengambil
penumpang dengan mencabut surat-surat kendaraan supaya ada efek
jerah agar tidak melakukan pelanggaran tersebut dan dapat kembali
menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam terminal sehingga
mengembalikan terminal sesuai fungsinya dan dapat menambah
pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini diungkapkan oleh Staf Pegawai
Bimbingan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Kota Makassar
atas nama  Aziz Mila, berdasarkan wawancara langsung pada tanggal 7
januari 2016.
Selain itu, Kepolisian Lalu Lintas juga telah berupaya memberikan
sanksi tegas kepada para supir yang melakukan pelanggaran menaikkan
dan menurunkan penumpang di luar terminal dan mobil pribadi  (plat
hitam) yang mengambil penumpang dengan memberikan surat tilang
pencabutan surat-surat kendaraan dan denda sebagai efek jera agar tidak
melakukan pelanggaran tersebut dan dapat mengembalikan fungsi
terminal sebagai awal dan akhir keberangkatan penumpang. Hal ini
diungkapkan anggota Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar atas nama
Syahrul, berdasarkan wawancara langsung pada tanggal 8 januari 2016.
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Hal yang berbeda telah diungkapkan oleh salah satu supir
angkutan bahwa Kepolisian sudah 2 tahun tidak pernah melakukan
penindakan dan memberikan sanksi kepada para supir yang melakukan
pelanggaran mengambil penumpang di luar terminal dan mirisnya
kepolisian yang pernah tegas melakukan penindakan kepada para supir
yang melakukan pelanggaran di pindah tugaskan Kepolres Mamasa. Jadi
beberapa tahun terakhir tidak ada lagi penindakan dan sanksi yang
diberikan kepada para supir yang mengambil penumpang di luar terminal.
Sehingga supir angkutan daerah dan mobil pribadi (plat hitam) bebas
menaikkan dan menurunkan penumpang di luar Terminal Regional Daya.
Hal ini diungkapkan oleh Supir atas nama Aswar, berdasarkan
wawancara langsung pada tanggal 6 januari 2016.
Sesuai Hasil wawancara mengenai sanksi administrasi dalam
menertibkan terminal tidak resmi di kawasan terminal dapat di simpulkan
Kepolisian Lalu lintas Polrestabes Kota Makassar dan Dinas Perhubungan
Kota Makassar sudah berupaya menertibkan dengan mengeluarkan
sanksi Administrasi yang di berikan kepada supir tetapi masih kurang
efektif sehingga para supir sering melakukan pelanggaran yang sama.
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C. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Optimalisasi Fungsi
Terminal
1. Faktor Penghambat
Sejumlah permasalahan yang nampak berdasarkan hasil
observasi/survey, pendahuluan di lapangan terkait dengan penurunan
fungsi Terminal Regional Daya, secara rinci dijabarkan sebagai berikut :
1.  Keberadaan terminal yang jauh dari pusat kota.
2. Sirkulasi kendaraan dalam terminal yang cenderung bercampur,
termasuk pula penyalahgunaan fungsi ruang parkir.
3.  Penataan layout fasilitas yang kurang tepat.
4.  Kondisi fasilitas terminal yang kurang terawat.
5. Keberadaan kios-kios yang lebih mendominasi dan turut
menciptakan kesan kumuh di lingkungan terminal.
6. Minimnya informasi yang ada, baik yang terkait dengan
keberadaan fasilitas maupun kaitannya dengan kebutuhan
perjalanan penumpang, dalam hal ini informasi mengenai
rute/trayek, jadwal perjalanan, dan tarif perjalanan.
7. Minimnya ketersediaan rambu-rambu dan penerangan di malam
hari.
8.  Kurangnya vegetasi di lingkungan terminal, terutama pada areal
parkir kendaraan.
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9. Kurangnya pengawasan petugas terhadap aktivitas terminal,
yang mana keberadaan petugas lebih terfokus pada urusan
penarikan retribusi.
10. Kurangnya kesadaran hukum terhadap tim pengawas dalam
melakukan pengawasan terhadap supir angkutan, dan masih
kurangnya kesadaran baik bagi para supir angkutan serta para
calon penumpang terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan
oleh pemerintah sehingga para supir angkutan terminal regional
daya sering melakukan pelanggaran yang sama dan calon
penumpang terminal regional daya sering tidak masuk ke dalam
terminal sehingga mengambil angkutan di terminal tidak resmi.
11. Ketidaknyamanan penumpang terkait dengan keberadaan calo,
buruh angkut, dan pedagang asongan di sekitar fasilitas
terminal.
12. Ketidakdisiplinan para pengemudi/operator yang lebih memilih
menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal, seperti
di terminal tidak resmi pada sepanjang ruas Jalan Perintis
Kemerdekaan dan di pool-pool agen.
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi
fungsi Terminal Regional Daya, secara umum dapat ditinjau dari 3 (tiga)
aspek, yakni sebagai berikut :
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1. Aspek lokasi, site/tapak, sistem aksesibilitas dan sirkulasi, serta
fasilitas terminal (tata layout, kemudahan akses, dan kondisi
fasilitas).
2. Aspek Manajemen, penyelenggaraan terminal yang tidak
maksimal baik dalam hal pengelolaan, pemeliharaan,
pengawasan maupun penertiban dan masih kurangnya
kesadaran hukum terhadap tim pengawas, supir angkutan dan
calon penumpang terminal regional daya.
3. Aspek Operasional, indisipliner pengemudi/operator dalam
menggunakan terminal sebagai tempat menaikkan dan
menurunkan penumpang, dengan beberapa indikasi
diantaranya : fenomena terminal yang tidak resmi, fenomena
kendaraan plat hitam yang turut serta mengambil penumpang,
dan lain-lain.
Berdasarkan permasalahan dari fenomena terminal tidak resmidan
fenomena plat hitam turut serta mengambil penumpang, dalam observasi
di lapangan ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
pengawas pengelolaan terminal regional daya kota Makassar, antara lain
sebagai berikut:
a. Adanya oknum Pejabat yang tidak bertanggung jawab
Oknum Pejabat yang tidak bertanggung jawab yang kebanyakan
pemilik mobil yang melakukan tindakan pelanggaran dalam hal ini mobil
pribadi (plat hitam). Faktor penghambat pelaksanaan pengawas dalam
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penertiban Terminal  tidak resmi di kawasan terminal regional daya kota
Makassar adalah adanya oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab
sebagai pemilik kendaraan pribadi (plat hitam) sehingga kepolisian sangat
sulit untuk melakukan penindakan. Hal ini diperjelas oleh anggota Llalu
Lintas Polrestabes Kota Makassar atas nama Syahrul, berdasarkan
wawancara langsung pada tanggal 5 Juni 2016.
Hasil wawancara tersebut di dukung oleh Kepala Bidang Teknik
Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Makassar menjelaskan
bahwa faktor penghambat pelaksanaan pengawas dalam penertiban
terminal tidak resmi di kawasan terminal regional daya kota Makassar
yaitu sebagian besar kendaraan yang melakukan pelanggaran menaikkan
dan menurunkan penumpang di luar terminal adalah milik oknum pejabat
dan membuat para petugas penertiban terminal tidak resmi tidak akan
terselesaikan. sebaiknya oknum pejabat seharusnya ikut bertanggung
jawab dalam menghilangkan berbagai masalah yang ada di daerah
tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Teknik Sarana dan
Prasarana Dinas Perhubungan Kota Makassar atas nama  Abdullah
Rowa, berdasarkan wawancara langsung pada tanggal 8 januari 2016.
b. Banyaknya Retribusi
Banyaknya retribusi yang di maksud adalah ketika penumpang
masuk ke dalam terminal adanya loket pembayaran yang mengharuskan
penumpang membayar retribusi untuk masuk kedalam area terminal
penumpang.
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Penumpang tidak masuk dalam terminal karena adanya retribusi
yang harus di bayar oleh penumpang saat ingin  masuk ke dalam area
terminal sedangkan diluar terminal tdak ada retribusi yang harus dibayar
dan lebih cepat, mudah untuk sampai ketempat tujuan. Inilah yang
membuat calon penumpang untuk tidak masuk ke dalam terminal dan
lebih memilihnaik mobil angkutan yang berada di luar terminal. Hal ini
diungkapkan oleh seorang penumpang angkutan atas nama Riska,
berdasarkan wawancara langsung pada tanggal 8 januari 2016.
Sebagian besar supir angkutan daerah tidak ingin masuk ke dalam
terminal karena banyaknya retribusi yang harus di bayar yaitu sebesar Rp
6000 dan kurangnya penumpang yang ingin masuk ke dalam terminal,
Sehingga para supir lebih memilih mengambil penumpang di luar terminal.
Hal ini diungkapkan oleh supir angkutan atas nama  Ridwan, berdasarkan
wawancara langsung pada tanggal 8 januari 2016.
c. Banyaknya buruh angkut
Banyaknya buruh angkut yang dimaksud adalah banyaknya buruh
yang mengangkat barang penumpang yang ingin masuk ke dalam
terminal, hal ini sangat meresahkan penumpang dan biasa ada
penumpang yang tidak ingin menggunakan jasa angkut tetap dipaksa.
Sebagian besar calon penumpang mengtakan bahwa dia tidak
ingin masuk ke dalam terminal karena banyaknya buruh yang
menawarkan jasanya untuk mengangkat barang penumpang yang ingin
masuk kedalam terminal dan bahkan para penjual jasa angkut ini sering
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memaksa calon penumpang untuk menggunakan jasa angkut dan
meminta bayaran yang besar itulah yang membuat para penumpang
untuk tidak untuk tidak ingin masuk ke dalam terminal regional daya. Hal
ini diungkapkan oleh Adi, berdasarkan wawancara langsung pada tanggal
8 januari 2016.
Hal yang sama juga di katakan oleh salah seorang penumpang
Terminal Regional Daya bahwa sebagian besar calon penumpang tidak
ingin masuk ke dalam terminal karena buruh angkut juga sering
memperebutkan barang atau tas penumpang ketika turun dari mobil
angkutan kota dan buruh angkut juga sering meminta bayaran yang mahal
kepada penumpang sehingga yang membuat calon penumpang lebih
memilih menunggu mobil angkutan yang berada di luar terminal regional
daya. Hal ini diperjelas oleh Fandi, berdasarkan wawancara langsung
pada tanggal 8 januari 2016.
Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor
penghambat pelaksanaan pengawas dalam penertiban terminal tidak
resmi di kawasan terminal regional daya Kota Makassar adalah adanya
oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab sebagai pemilik kendaraan
pribadi (plat hitam), banyaknya retribusi yang harus dibayar oleh supir dan
penumpang serta banyaknya buruh angkut yang berkeliaran di dalam
terminal sehingga membuat keresahan kepada calon penumpang
sehingga penumpang lebih memilih naik mobil angkutan yang berada di
luar terminal.
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2. Faktor Pendukung
Faktor pendukung merupakan suatu hal yang dapat membantu
pelaksanaan pengawas dalam  menertibkan Terminal tidak resmi di
kawasan terminal regional daya kota makassar yaitu tim terpadu.
Dengan adanya tim terpadu yang dibuat oleh pemerintah menjadi
faktor pendukung pelaksanaan pengawas dalam penertiban terminal tidak
resmi di kawasan terminal regional daya Kota Makassar sehingga, sangat
membantu dalam melakukan pengawasan. Hal ini diungkapkan oleh
Kepala Seksi Administrasi dan Kepegawaian PD Terminal Kota Makassar
Metro atas nama  Muhsin R.Radja, berdasarkan wawancara langsung
pada tanggal 7 januari 2016.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan terminal regional daya
masih kurang efektif, Hal itu terjadi karena kurang maksimalnya
pengawasan yang dilakukan oleh pihak perusahaan daerah, dinas
perhubungan dan polisi lalu lintas serta kurang efektifitasnya sanksi
yang diberikan petugas terhadap supir angkutan sehingga para
supir sering melakukan pelanggaran yang sama yaitu dengan
leluasa mengambil penumpang di luar terminal. Selain itu,
kurangnya kepedulian para supir dalam mematuhi aturan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah kemudian kurangnya sosialisasi
dan pembinaan kepada para supir sehingga terjadinya perbedaan
pendapat antara pengawas dan para supir angkutan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi fungsi terminal
regional daya, secara umum dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yakni
sebagai berikut :
a. Aspek Perencanaan dan Perancangan, meliputi lokasi,
site/tapak, sistem aksesibilitas dan sirkulasi, serta fasilitas
terminal (tata layout, kemudahan akses, dan kondisi fasilitas).
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b. Aspek Manajemen, penyelenggaraan terminal yang tidak
maksimal baik dalam hal pengelolaan, pemeliharaan,
pengawasan maupun penertiban.
c. Aspek Operasional, indisipliner pengemudi/operator dalam
menggunakan terminal sebagai tempat menaikkan dan
menurunkan penumpang, dengan beberapa indikasi
diantaranya : fenomena terminal yang tidak resmi, fenomena
kendaraan plat hitam yang turut serta mengambil penumpang,
dan lain-lain.
B. Saran
Berdasarkan dari kesimpulan di atas, adapun saran-saran yang
diberikan, yaitu:
1. Perusahaan daerah terminal regional daya, dinas perhubungan dan
instansi yang terkait seharusnya melakukan pengawasan secara
rutin dan berkelanjutan disertai dengan penegakan hukum yang
tidak pandang bulu agar para supir mengetahui tentang
pengawasan tersebut dan pemilik kendaraan mobil plat hitam yang
merupakan milik pejabat agar di berikan sanksi atau tindakan oleh
aparat Negara yang mempunyai kewenangan.
2. Perusahaan daerah terminal regional daya, dinas perhubungan
seharusnya melakukan sosialisasi kepada seluruh supir angkut
agar tidak melakukan pelanggaran menaikkan dan menurunkan
penumpang di luar terminal.
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3. Kepolisian Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar dan Dinas
Perhubungan Kota Makassar dalam memberikan sanksi kepada
para supir yang melakukan pelanggaran harus lebih tegas seperti
mencabut surat izin trayek serta melakukan penahanan kepada
mobil plat hitam yang mengambil penumpang agar mendapatkan
efek jerah.
4. Seharusnya para supir mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah untuk tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di
luar terminal dan dapat menjadikan terminal sebagai awal
keberangkatan dan akhir kedatangan penumpang.
5. Sebaiknya pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam
pengawasan dan pengelolaan terminal meningkatkan kerjasama
dan mengadakan pertemuan rutin antara instansi terkait agar
terbentuk pemahaman visi dan misi mengenai penyelenggaraan
terminal.
6. Pemilik kendaraan yang merupakan oknum pejabat seharusnya
mematuhi aturan dan diberikan surat teguran agar kendaraannya
tidak mengambil penumpang atau barang.
7. Perusahaan Daerah Terminal Regional Daya Kota Makassar selaku
pengelola terminal seharusnya lebih memperhatikan keadaan
terminal seperti menertibkan para buruh angkut yang meresahkan
calon penumpang dan menggantikan sarana troly agar
memudahkan penumpang untuk mengangkat barangnya.
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